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BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAヽ八″A TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR l TAHUN 2026

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAH〕√AT TUHAN YANG卜4AHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

bahwa Cagar Budaya sebagai warisan budaya rrlenliliki
peran Sttateぎ S dalam membentuk jati diri dan karakter
bangSa, Serta rrlemilih nilai pen饉 ng baぎ penguatan
idcntitas  daerah,  pcningkatan  pclllaharllan  sejarah,
pcngcnlbangan   ilrnu   pcngctahuan,   pendidikan,
kebudayaan,dan pari、「isata,sehingga perlu dilestarikan
dan dikelola rnelalui upaya pelindungan secara terencana
dan berkelanjutan;
bahwa Daerah ineFrliliki kekayaan budaya be」 ipa benda,
bangunan, Struktur, SituS, dan kaWaSan yang ]“ Lenliliki
nilai pcnting bagi sQjarah,illnu pengetahuan,pcndidikan,
agalma, dan/atau kCbudayaan, SChingga pCrlu pCran
Pel■erintah iDaerah dalanl lnelakukan Pelindungan,
Penger1lbangan,dan PeFnanfaatan Cagar Budaya;
bahwa‐untuk I■lcnilbcrikan arah,landasan dan kcpasdan
h■lkurn kepada serllua pihak yang terlibat dalarll
penyelcnggaraan  pelestarian  dan  pengclolaan  cagar
budaya,rnaka diperlukan pengaturan tentang Pelestarian
dan Pengelolaan Caga:r Budaya;
bahwa   bcrdasarkan   pertirnbangan   scbagailnana
dilnaksud dalanl huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu
llcn■bcntuk Pcraturan Daerah tentang Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya;

1.Pasal 18 ayat(6)Undang― Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;
2.Undang― Undang  NOFnOr  13  Tahun  1950  tcntang
Pcn■bcntukan   Dacrah― dacrah   iKabupatcn   dalan■
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Bcnta Negara
Republik lndonesia Tahun 1950 Norrlor 42),sebagairnana
telah diubah dcngan Undang―Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pcrnbcntukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang dengan lⅦ engubah Undang― Undang Nornor 13
tahun  1950  tentang  Pernbentukan  IDaerah― daerah
Kabupaten dalanl Lingklungan Propinsi Djawa Tengah
(Lel■lbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nol■ or
52, Tarnbahan Lc]mbaran Negara Republik lndoncsia
No]腱or 2757);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 2O1O
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2A26 tentang Penyesuaian
Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repubtk
Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11" Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A23 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68671;

6. Peratrrran Pemerintah Nomor I Tahun 2022 tentang
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2A22 Nomor L,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67561;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 36 Tahun 2A23 kntang
Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita
Negara Republik Indonesia 2A23 Nomor a26l;

Dlengan Persetl■ uan Bersaina
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Mlenetapkan:PERATURAN  DAERAH TENTANG  PELESTARIAN  DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4- Dewan Perwakilan Rakyat Da-erah yarrg selar{utnya

disingkat DPRD adatah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Pekalongan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
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6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kebudayaan dan/ atau pariwisata.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, atau badan hukum yang memiliki hak dan
kewajiban dalarn pelestarian Cagar Budaya.

8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan
berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan
Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau air yang perlu
dilestarikan keberadaarlnya karena memiliki nilai penting
hagi sejarah, ilmu pengetahnan, pendidikan, agama,
dan / atau kebudayaan melalui proses Penetapan.

9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam danlatau benda
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak,
berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-begiannya,
atau sisa*slsanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang, berdinding dan/atau
tidak berdinding, dan beratap.

ll.Struktur Cagar Budaya adalah slrslrnan binaan yang
terbuat dari benda alam danlatau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang
menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk
menampung kebutuhan manusia.

12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat
danlatau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar
Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti
kejadian pada masa lalu.

13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruaag geogralis
yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang
letaknya berdekatan danlatau memperlihatkan ciri tata
ruang yang khas.

14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap
Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial
dan kewqiiban untuk rnelestarikannya.

15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik
kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap
Orang untuk mengelola Ca.gar Budaya d.engan tetap
memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk
melestarikannya,

16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan
dan/atau Penguasaan Cagar Budaya kepada Setiap
Orang lain atau negara.

17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau
bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah

1"8. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, fasilitasi, atau
bentuk lain non*dana untuk mendorong pelestarian
Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian
dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertilikat
kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan,
pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
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2O. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orarlg yang karena
kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki
sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau
Pemanfaatan Cagar Budaya.

21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi
keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan
koleksi museum.

22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan,
struktur, lokasi, danlatau satuan ruang geogralis untuk
diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah
kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri
dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional
Cagar Budaya.

23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya
terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan
ruang geogralis yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli
Cagar Budaya.

24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi
kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang
berada di dalam dan di luar negeri.

25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar
Budaya dari Re#ster Nasional Cagar Budaya.

26. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi,
mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya
melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengalvasan untuk sebesar*besarnya kesejahteraan
rakyat.

27 . Pelestarian adalah upaya dinamis untuk
mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya
dengan cara melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkannya.

28. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi
dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan
cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan,
dan Pemugaran Cagar Budaya.

29. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atus.
menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan,
kehancuran, atau kemusnahan.

3O- Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar
Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

31. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs
Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan
kebutuhan.

32. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar
kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

33. Pernugara.n adalah upaya pengembalian kondisi fisik
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan
Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan
keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik
penge{aan untuk memperpanjang usianya.

34, Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,
informasi, dan promosi Cagar Budaya serta
pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan
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Adaptasi secara berkelanJutall serta tidak bertentangan
dengan tlttuan PeleStarian.
35,Pcnelidan addah ke」 atan iln■iah yang dilakukan
ΠLenurut kaidah dan inetOde yang SiStelmatiS untuk
memper01Ch inbrmaSi, data, dan kCterangan baぎ
kepentingain   Pclcstadan   Cagar   Budaya,   illnu
pengetahuan,dan penge」 mbangan kebudayaan.

36。 Rcvitalisasi  adalah  keglatan  penge」 mballgal■  yarlg
dit」ukan untuk menumbuhkan kembdi nilai― nil誠
penting Caga.r]Budaya dengan penyes‐ uaian iingsi ruang
baru yang tidak bertentangan dengan p:豊 nsip pelesman
dan nilai budaya rnasyarakat.
37.Adaptasi adalah upaya pengelmbangan Cagar Budaya
untuk kegiatan yang lebih sesuali dengan kebutuhan
■■asa l【ini dcngan inclakukan pcrubahan terbatas yang
饉dak aka■l mengakbttkan kemcrosotan niltt pentingnya
atau kerusakarl pada battan yang mempunyai nilai
penting.

38.Pelmanfaatt adalah perldayagunaan Cagar iBudaya
untuk  kepentingan  SebeSar― beSarnya  keSoiahteraarl
ralσat dengan tetap memperttharlkan kelestanannya.
39,Perbanyakan  adalah  kegiatt  duplikasi  langsung
tcrhadap Bcnda Cagar Budaya,Bangunan Cagar Budaya,
atau Struktur Cagalr Budaya, baik seluruh lnaupun
bagian― battannya.
40.0可ek yang diduga cagar budaya yang selattutnya
disirlgkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur,
dan/atau 10kaSi diduga memenuhi k五 te五a Sebaga Cagar
Budaya.

BAB II
ASAS,TUJUAN DAN LINGKUP

Pasa1 2

Pelestarian Cagar Budaya di Daerah berasaskan:
a. Pancasila;
b. Bhinneka Tunggal lka;
c. kenusantaraar';
d. keadilan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kemanfaatan;
g. keberlanjutan;
h. partisipasi;
i. transparansi dan akuntabilitas; dan
j. kearifan lokal.

Pasa1 3

Tujuan Pelestarian Cagar Budaya:
a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat

manusia;
b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melaiui Cagar

Budaya;
c. memperkuat kepribadian bangsa;
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d. meningkatkan kesqjahteraan rallyat; dan
e. mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat

internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi:
a. Pelindungan;
b. Pengembangan; dan
c. Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang iingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. fungsi, tugas dan wewenang;
b. hak dan kewajiban masyarakat;
c. kriteria Cagar Budaya;
d. pemilikan dan Penguasaan;
e. penemuan dan pencarian ODCB;
f. register Cagar Budaya;
g. Pelestarian;
h. rrruseurn;
i. Tim Ahli Cagar Budaya;
j. pendanaan; dan
k. penga\Masan.

BAB IV
FUNOSI,TUGAS,DAN WEWENANG

Ba#an Kesatu
Fungsi dan TUgas

Pasa1 6

(1)Pcme五 ntah  Daerah  mcmpunyai  fungsi  untuk
肛Lenyelenggarakan PeleStanan Cagal・  Budaya yang

=lencakup    Pelindungarl,    Pengen■ bangan,    dan
pelmanfaatan Cagar Budaya secara terpadu, tcrencana,
dan berkelanJutan.

(2)Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat(1),Pelmc五ntah Daerah=lcl■punyttt tugas:
a.mew町 udkan,menumbuhkan,mengemb鉗 lgkan,se■a
=LeningkatkaFl keSadaran dan tanl要rung jawab曇口Ln
hak dan kCWaliban lnaSyarakat dalanl Pcngelolaan
Cagar Budaya;

b・  inengembangkan dan inenerapkan keblakan yarig
dapat     nlenJainin     terlindunginya     dan
terlnanfaatkannya cagar Budaya;

c. :田tenyelenggarakan  Penelitian  dan  Pengelllbangan
Cagar Budayal
d. lnenyediakan  infOrinasi  cagar  Budaya  untuk
rrlasyarakat;
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e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
f. memfasiiitasi Setiap Orang dalam melaksanakan

pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam

keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur,
situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai
Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap
daerah yang mengalami bencana;

h. melakukan pengawasan, pemantallan, dan evaluasi
terhadap Pelestarian warisan budaya; dan

i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian
Cagar Budaya.

Bagran Kedua
Wewenang

Pasa1 7

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam rangka
Pelestarian Cagar Budaya, meliputi;
a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
b. mengoordinasikan Peiestarian Cagar Budaya secara lintas

sektor dan wilayah;
c. menghimpun data Cagar Budaya;
d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
h. mengeloia Kawasan Cagar Budaya;
i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis

bidang Pelestarian, Penelitian, dan musellm;
j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di

bidang kepurbakalaan;
k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah

melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya

untuk kepentingan Pengamanan;
m. meiakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan

kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat
provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;

n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
o. menghentikan proses pemaniaatan rutang atau proses

pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang,
atau mu

p. snahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-
bagiannya.

Pasa1 8

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Kawasan
Cagar Budaya.

(2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan
sosial.



-8-

(3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola
yang dibenfuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(a) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

{5} Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang
menyelen tlrusan pemerintahan daerah di
bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah provinsi dan
organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada
Pemerintah Daerah berdasarkan peringkat Kawasan
Cagar Budaya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

Setiap Orang rnenliliki hak yang sal■ la dala菫 l Pelestalnan
Cagar Budaya,yang Fnelipu種 :

a.hak untuk ineniklnati keberadaan Cagar Budaya, baik
secara isik l■aupun nilai sc]arah, lhnu pengetahuan,
pendidikan,agalma,dan/atau kebudayaan;
b. hak untuk berpartisipasi dalal■ Pelestarian Cagar Budaya
璽lelalui kejatan SOSid,edukatif,kOmunitaS,dan/atau
keぎaねn uSaha yang SeSuai dengan ketentuan peraturan
penindang― undangan serta tidak lmerusak nilai penting
Cagar Budaya;dan
c. hak untuk inelakukan pengalwasan terhadap upaya
Pelestarlan Cagar Budaya dan inenyalmpaikan laporan
kcpada Peme五ntah Daerah apabila tettadi pclanggaran,
pcngabaian,atau pelusakan terhadap Cagar Budaya.

Pasal 10

(1) Setiap Orang wajib menjaga kelestarian Cagar Budaya di
Daerah, serta mencegah dan menanggulangi kerusakan
terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Situs, atau
Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

(2) Setiap Orang yang memiliki, menguasai, atau
memanfaatkan Cagar Budaya, baik atas nama pribadi,
organisasi, rnaupun badan usaha, wa.jib:
a. memelihara keberadaan fisik dan nilai penting Cagar

Budaya dengan melakukan perawatan secara rutin
serta tidak melakukan perubahan bentuk, fungsi,
atau struktur yang dapat merusak keaslian dan
kelestariannya;

b. mencegah terjadinya perusakan, pencurian,
pemindahan, atau pengabaian terhadap Cagar
Budaya oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain;

c. segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila
terdapat ancanlan, kerusakart, atau kondisi darurat
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yang dapat membahayakan keberadaan atau nilai
penting Cagar Budaya; dan

d. mematuhi ketentuan mengenai Zonasi, tata ruang,
dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah terkait keberadaan dan
Pelindungan Cagar Budaya;

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif oleh Pemerintah Daerah.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara terhadap sebagian atau

seluruh kegiatan yang menyebabkan kerusakan Cagar
Budaya;

c. perintah pemulihan terhadap kondisi Cagar Budaya
sebagaimana mestinya;

d. pencabutan tzin pemanfaatan Cagar Budaya;
dan/atau

e . sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan
dan penegakan terhadap pelaksanaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Tata cara pemberian dan pelaksanaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Balgunan, dan Struktur

Pasal ll

Benda, bangunan, atau $truktur dapat diusulkan sebagai
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau
Struktur Cagar Budaya apabila rnernenuhi kriteria:
a. berusia 5O (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili ma$a gaya paling singkat berusia 50 {lima

puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahllan,

pendidikan, agarrta, danf atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa-

Pasal 12

Benda Cagar Budaya daPat:
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia

yantr d"imanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota
yang dapa dihubungkan dengarr kegiatan manusia
danlatau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.
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Pasal 13

Pasal 14

Struktur Cagar Budaya dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi aiam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

:Pasal 15

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 16

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan
Cagar Budaya apabila:
a. rnengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang

letaknya berdekatan;
b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia bemsia

paling sedikit 5O (lima puluh) tahun;
c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada

masa ialu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d. memperlihatkan pengaruh manusia masa ialu pada

proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e. memperiihatkan bukti pembentukan lanskap budaya;

dan
f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti

kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 17

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang
geografis yang atas dasar Penelitian memiliki arti khusus
bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak
rnemenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dapat diusulkan
sebagai Cagar Budaya.

BAB VII
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 18

(1) Setiap Orang dapat memiliki danf atau menguasai Cagar
Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bangunan Cagar Budaya dapat:
a.belunSur tunggal atau banyak;dan/atau
b. berdiri bebas atalu lnenyatu dengan forinasi alanl.
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(2)Kepemilikan  dan/atau  Penguasaan  Cagar Budaya
Sebagamana dimakSud pada ayat(1)dilakSanakan
dengan tetap me珂 額 nin ilngSi SOSid Cagar Budaya Serta

ddak bertentangan dengan kepentingan umtinl dan
prinsip pclestariain.

(3)Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagtt milik atau
dalanl  Pcnguasaan  IDaerah  adak  dapat  dialihkan
Klepenlilikannya kepada pihak lain.

(4)Dalam hal Cagar Budaya饉 dak diketahui peiniliknya,
ditclarltarkan,  pernilik  tidak  lnewanskan,  ddak
mempunyai ahli watts,atau berada dala■ l kondisi yang
lllengancarn kelcstariannya, Pe」 mcrintah iDaerah dapat

=Lelakukan Pengalmanan, PenguaSaan Sementara, dan
Pengc101aan untuk kepentingan Pelestanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang―undangan.

Pasal 19

(1)Pengalihan  KepeHlilikan  Cagar  Budaya  peringkat
kabupaten dilaksanakan sesuai dcngan ketentuan
peraturan pettindang… undangan
(2)Pengaliharl Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dinlaksud pada ayat(1)tidak inCnghapuS kCW■ iban
Pelestarian  dan  tetap  tunduk  pada  ketentuan
Pelindungarl,  Pengel。 laan,  dan  pen■ anfaatt  cagar
Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan penindang―
τLndangan.

(3)Peme五 ntah Daerah lnelakukan fasilitasi dan pengawasan
・ administradf   terhadap   pelaksanaa:n   Pengalihan
Klepenlilikarl Cagar Budaya sebagaimana dilnaksud Pada
ayat(1)ddam rangka mettarnin PCICStarlarl Cagar
Budaya.

Pasd 20

{1} Pemilik atau penguasa Cagar Budaya yang mengetahui
bahwa Cagar Budaya yang dimilikinya atau dikuasainya
rusak, hilang, musnah, atau terancam kehancuran akibat
bencana, pengabaian, atau perbuatan pihak ketiga, wajib
melaporkan kejadian tersebut dalam jangka rraktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada:
a. Dinas;
b. Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor setempat;

dan/atau
c. Instansi terkait.

(2) Dalam hal pemilik atau penguasa dalam jangka waktu
paling lama 30 {tiga puluh} hari kalender tidak
melakukan pelaporan sebagaimeina dimaksud pada ayat
(1), maka:
a. Pemerintah Daerah berrn enang mengambil tindakan

Pengelolaan atau penanganan sementara terhadap
Cagar Budaya dimaksud, termasuk Pelindungan dan
Pemeliharaan darurat.
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b. tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut
dan menyelamatkan nilai penting Cagar Budaya.

Pasa1 21

(1) Pemilik danlatau pihak yang menguasai Cagar Budaya
yang secara aktif berperan daiam Pelestarian Cagar
Budaya berhak memperoleh Kompensasi dari Pemerintah
Daerah.

(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemeliharaan Cagar Budaya secara hrerkala;
b. pelaporan kerusakan atau ancaman terhadap Cagar

Budaya; dan/atau
c. kerja sama dalam kegiatan edukasi publik dan

pemanfaatan Cagar Budaya secara berkelanjutan.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan dalam bentuk:
a. bantuan teknis dan/atau material;
b. layanan Pelestarian profesional;
c. penggantian kerugian dalam batas tertentu sesuai

dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
d. bentuk Kompensasi lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(4) Seiain Kompensasi, Pemerintah Daerah dapat

memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau penguasa
Cagar Budaya berupa:
a. pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau

pajak penghasilan;
b. prioritas daiarn program pemberdayaan masyarakat

berbasis budaya;
c" fasilitasi promosi wisata budaya;
d. program pelatihan konservasi serta pendampingan

teknis; dan/atau
e. advokasi.

(5) Tata cara, persyaratan, dan mekanisme pemberian
Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENElMiUAN DAN PENCARIAN ODCB

Bagran Kesatu
Penemuan ODCB

Pasa1 22

(1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajibr
melaporkannya secara tertulis kepada Dinas paling lama
3O (tiga puluh) hari sejak tanggal penemuan.

(2\ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. identitas pelapor;
b. lokasi penemuan;
c. uraian singkat mengenai ODCB;
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d. tanggal penemuan;dan
e. tanggal pelaporan.

(3)Berdasarkan laporarl sebagailnana dirnaksud pada ayat
(1),Dinas melalclkan tindak lattut administtatrberupa:
a.ve轟量kasi awali
b.pencatatan ODCB;
c. pendokurnentaSiani dan
d.pengusulan Pendaftaran ODCB sesuai dengan
ketentuatt peraturain pel■ .ndang― undangan.

(4)Dalam hal diperlukan untuk inenccgal■  ke」曖sakarl,
kehilangan,atalu pel■ usnahan,Pe=c五 ntah D,aerah dapat

=Lelakukan Pengainanan Seinentara tCrhadap ODCB
sesual dengan kcwenangan,ya.

(5)Pcmc五ntah Dacrah daptt membcHkan penghargaan
dan/atau lnscntif kepada pelapor penemuan ODCB
ses・uai  dengatt  ketcntuan  peraturan  perundang―
undangan.
(6)Penanganan lebih lattut terhadap ODCB dilaksanakan
melalui tahapa■ Pendaftaran,pengkttian,

(7),dan pcncatatan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan
peraturan pertindang― undangan.

Bagian Kedua
Pencarian ODCB

Pasa1 23

(1) Pencarian ODCB dapat dilakukan oleh perseorangan,
lembaga, atau badan hukum di wilayah darat dan/atau
perairan Daerah melalui kegiatan:
a. penggalian;
b. penyeiaman; dan/atau
c, pengangkatan di darat dan/atau di perairan.

(2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan izin oleh Bupati untuk kepentingan:
a. penelitian ilmiah;
b. Pelestarian; atau
c. pendidikan.

(3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. Kepemilikan atau Penguasaan atas lokasi pencarian;

dan
b. nilai budaya, sosiai, serta kearifan lokal masyarakat

sekitar.
(4) Permohonan izin pencarian ODCB diajukan kepada

Bupati melalui Dinas dan harus memenuhi persyaratan
administratif dan teknis.

(5) Izin pencarian ODCB dapat diberikan setelah pemohon:
a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik atau

pengelola iokasi pencarian;
b. menjamin bahwa kegiatan pencarian tidak

menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak
mengganggu kehidupan masyarakat; dan

c. memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
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{6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
izin, pemberian izin, pelaporan hasil pencarian, dan
pengawasan kegiatan pencarian ODCB diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasa1 24

(1) Pemilik dan/atau penguasa ODCB dapat mengajukan
Pendaftaran ODCB kepada Pernerintah Daerah tanpa
dipungut biaya.

(2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam pengqjuan
Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meskipun bukan pemilik atau penguasa ODCB.

(3) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran ODCB yang:
a. dikuasai oleh negara; danlatau
b. tidak diketahui pemilik atau penguasanya,sesuai

dengan kewenangannya.
(4) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat {21, dan ayat (3) dilengkapi dengan:
a. deskripsi ODCB;
b. dokumentasi; dan
c. data pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(5) Dafam hal ODCB belum diajukan Pendaftarannya oleh

pemilik atau penguasa, Pemerintah Daerah dapat
memfasilitasi Pendaftaran dan Pengamanan administratif
ODCB untuk kepentingan Pelestarian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengkqjian

Pasa1 25

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Pendaftaran
ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan
kewenangannya untuk dilakukan pengkajian.

{2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat tU
dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya melalui
identifikasi, klasifikasi dan penilaian terhadap kriteria
Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3} Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (21

berupa:
a. rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar

Budaya; dan
b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
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{4) Dalam pelaksanaan pengkajian, Pemerintah Daerah
memfasilitasi Tim Ahli Cagar Budaya melaJui penyediaan
data, pendampingan teknis, dan dukungan administratif
sesuai dengan kewenangarlnya.

(5) Selama proses pengkqjian berlangsung, Pemerintah
Daerah dapat melakukan Pengama-rlan dan Pelindungan
sementara terhadap ODCB untuk mencegah kerusakan,
kehilangan, atau pemusnahan.

(6) Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya belum terbentuk,
Bupati dapat menugaskan atau memfasilitasi
pelaksanaan pengkqiian ODCB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasa1 26

(1) Pengkajian awal terhadap koleksi museum yang
didaftarkan sebagai Cagar Budaya dilakukan oleh
Kurator yang memiliki kompetensi di bidangnya.

(2) Hasil pengkajian Kurator sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya
untuk dilakukan penelaahan dan penilaian lanjutan
sesuai prosedur yang berlaku.

(3) Penelaahan oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan
mempertimbangkan nilai sejarah, budaya, ilmu
pengetahuan, dan/atau estetika dari koleksi tersebut.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasa1 27

(1)Bupati SeSuai dCngan keWCnangannya, Hlenetapkan
Cagar  Budaya  pedngkat  kabupatcn  bcrdasarkan
reko]mtendasi Tirn Ahli Caga:r Budaya setelah lnelalui
tahapan Pendaftara_n dan pengkalian.

(2)Penetapan  scbagailnana  dimaksud  pada  ayat (1)
dilakukan ddarn jangka waktu pding lama 30(tiga
puluh)ha五 kalender saak rekornendasi Tiin Ahli Cagar
Budaya ditcttma sccara lengkap.

(3)Pcnctapan Cagar Budaya sebagaimana dirnaksud pada
ayat(1)ditindaklanJuti dengan penCatatan Cagar Budaya
sesuai  dengan  kctentuan  peraturan  pcrundang―
undangan.

Pasa1 28

Hasil Penetapan stafus Cagar Budaya oleh Pemerintah
Daerah disampaikan kepada Pemerinta-h Provinsi Jawa
Tengah untuk diteruskan kepada Pemerintah Fusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pencatatan

Pasa1 29

Pelne五ntah   Daerah   nlelakukan   pencatatal■   dan
pCnyebarluaSan infOrFrlaSi rnengenai Cagar Budaya kepada
publik, dengan tetap inemperhatikan prinsip kearrLanan
Obiek,  kerahaSiaan  data  yang  berSifat  SenSitif  dan
Pelindungan data pnbadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang― undangan.

Pasa1 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengelolaan,
pembaruan, dan sinkronisasi data Register Cagar Budaya
pada tingkat kabupaten, sesuai dengan kewenangannya dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasa1 31

Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan terhadap
Cagar Budaya yang telah ditetapkan, berdasarkan
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, untuk menentukan
tingkat kepentingan Pelestarian dan prioritas
penanganannya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa1 32

Suatu Obek dapat ditetapkan SCbaga CagaF・ Budaya
peringkat kabupaten apabtta nlelmenuhi salah satu atau lebih
dari k五 te五a be五kut:
a。 lnerupakan prioritas Pelesttan di Dacrah;
b. lnewiakili inasa atau gaya arsitektur tertentu yang khas
dan releVan dengan SQliarah 10kal;
c,meiniliki 五ngkat keterancamarl yang un〔廻i ttrhadap
kerusakan atau hilang;

d・  Inerupakan jeniS Obiek yang langka atau unik di wiayah
kabupatCn;dan/atau

C・ Jumlah O●ek SeJeniS terbataS dan memilih nild penting
budaya.

Pasa1 33

Penetapal■ pe五ngkat Cagall Budaya SCbagaiILana dinlakSud
dalalmt Pasai1 32 dilakukan Olch Bupad=telalui Kcputusan
Bupati, berdaSarkan rekomendasi da五  Tim Ahli Cagar
Budaya.
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Pasa1 34

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dapat dilakukan perubahan
peringkatnya berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi
dari Tim Ahli Cagar tsudaya.

Pasa1 35

(i) Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila objek yang
bersangkutan:
a. musnah;
b. mengalami perubahan bentuk atau keaslian secara

signifikan;
c. kehilangan sebagian besar unsur nilai budaya yang

melekat; atau
d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32.
(2) Pencabutan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keenam
Penghapusan

Pasal 36

(1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan peringkat
kabupaten kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

(3) Dalam hal Penghapusan Cagar Budaya peringkat
kabupaten teiah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan, Keputusan Bupati
tentang Penetapan Cagar Budaya dinyatakan tidak
berlaku.

BAB X
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasa1 37

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil
studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis, teknis dan administratif.

(2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan
atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan
memperhatikan etika Pelestarian.

(3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus
mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya
pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan
Pelestarian.
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(4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan
pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang
dapat menyebabkan terj adinya perubahan keasliannya'

Pasal 38

(1)Ddam rangka PClcsttrian Cagar Budaya, pemilik
dan/ata:u pihak yang =LenguaSai Cagar Budaya Waiib

=le」
matuhi   ketentuan   inengenai   Pengelolaan,
pelmanfaatそ El, Pclindungan, dan akses publik terbatas
yang ditetapkan 01eh PerFlerintah Daerah.

(2)Pelnenntah Daeral■ belヽFenang lnelakuka_n pengendalian

terhadap PcIIgelolaan dan pelmanfaatan Cagar iBudaya
yang dimiliH dal■ /atau dikuaSai 01Ch Setiap Orang atau
badan hulmm untuk mettarmn PeleStarian Cagar
Budaya.

Pasa1 39

Pemerintah Daerah memberikan dukungan teknis dan/atau
pendampingan kepakaran kepada pemilik dan/atau
penguasa Cagar Budaya dalam rangka Pelestarian Cagar
Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Pasa1 40

Pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasa1 41

Setiap Orang dapat berperan serta dalam Pelindungan Cagar
Budaya untuk menjaga keutuhan fisik, nilai penting, dan
keberadaan Cagar Budaya sesuai dengan kapasitas,
kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasa1 42

Pelaksanaan Pelindungan Cagar Budaya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjaga keutuhan Iisik, nilai penting, dan keberadaan Cagar
Budaya.

Pasa1 43

{1} Pemerintah Daerah dapat memasang tanda identifikasi
pada Cagar Budaya danf atau lingkungan sekitarnya yang
mudah terlihat oleh masyarakat umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, bahan,
lokasi, dan tata ce.ra pemasangalr. tanda identi{ikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (U, diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Paragraf 1

Penyelamatan

Pasa1 44

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan terhadap
Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dalam
keadaan darurat atau keadaan memaksa, guna mencegah
kerusakan, kehilangan, atau kehancuran.

Pasa1 45

(1)Penyelarnatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
a. Inencegah  kerusakan  karcna  faktor  inanusia
dan/atau alam yang lnengakibatkan berubahnya
keaslian dan nilai penting yang rnenyertainya;dan
b. lnencegah pemindahan dan beralihnya lKepenlilikan
dan/atau PenguaSaan yang bertentangan dengan
kctentuan peraturan pcrtlndang… lindangan.

(2)Penyclarnatan scbagaiinana diFnakSud pada ayat(1)huruf
a dilalkukan dalanl kcadaan darurat dan kcadaan.biasa.

Pasa1 46

{1} Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau
musnah dapat dipindahkan ke tempat yang arnan.

(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan dengan cara yang menjamin keutuhan fisik,
nilai penting, dan keamanarl Cagar Budaya, di bawah
koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian dan/atau lembaga
yang berwenang.

(3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan
Penyelarnatan bertanggung jawab menjaga, merawat, dan
melindungi Cagar Budaya dari risiko pencurian,
pelapukan, atau kerusakan lanjutan setelah pemindahan
dilakukal.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasa1 47

(1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah
agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau
mr"rsnah.

(2) Pengamanan Cagar Budaya dilaksanakan oleh pemilik
dan/atau penguasa Cagar Budaya.

(3) Pengamanan dilaksanakan secara aktif dan
berkelanju.tan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 48
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan
Pengamanan Cagar Budaya.
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Pasa1 49

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap
memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan:
a. sosial;
b. pendidikan;
c. pengembangan ilmu pengetahuan;
d. agama;
e. kebudayaan; dan/atau
f. pariwisata.

Pasa1 50

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan melalui
tindakan, antara lain:
a. pemasangan pelindung fisik;
b. penyimpanan pada tempat yang aman dari gangguan

manusia dan/atau alam;
c. pemindahan dan/atau pemisahan sementara ke lokasi

Pelindungan; danlatau
d. penempatan di fasilitas konservasi atau museum dengan

pengawasan ah1i.

Pasa1 51

Pemindahan dan/atau perniSahan Sebagaimana dimakSud
dalanl Pasai1 50 huruf c peringkat kabupaten harlya dapat
dilakukan setelah incmperoleh ittn tertulis dari Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan pertlndang一 undangan.

Pasa1 52

{1) Selain Pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51, Pemindahan danlatau
pemisahan Cagar Budaya keluar wilayah Daerah dapat
dilakukan untuk kepentingan:
a. Penelitian;
b. promosi kebudayaan; dan/atau
c. pameran.

(2) Pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diiakukan setelah memperoleh izin tertuiis dari Bupati.

Paragraf 3
Zan;asi

Pasa1 53

(1) Pelindungalr terhadap Cagar Budaya dilakukan melalui
Penetapan batas-batas luas dan pemanfaatan ruang
dengan sistem Zon.asi berdasarkan hasil kajian.

(2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan keluasan dan



-21-

karakteristik Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar
Budaya di Daerah.

(3) Pemanfaatan ruang dalam sistem Zonasi dapat
diperuntukkan bagi kegiatan:
a. edukatif;
b. rekreatif;
c. apresiatif budaya; dan/atau
d. kegiatan keagamaan.

Pasa1 54

(1) Zonasi Cagar Budaya mengatur fungsi rllang Cagar
Budaya secara menyeluruh, baik datram dimensi
horizontal maupun vertikai.

(2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mencakup pengaturan ruang di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah, dan/atau ruang perairan di
sekitar Cagar Budaya sesuai dengan karakteristik Cagar
Budaya.

(3) Zonasi Cagar Budaya dapat terdiri atas:
a. zona inti;
b. zoflapenyangga
c. zofla Pengembangan; dan/atau
d. zona penunjang.

(4) Penetapan batas, tata letak, dan fungsi masing-masing
zofla ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis
Pelestarian oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya, dengan mempertimbangkan nilai
penting Cagar Budaya dan potensi peningkatan
ke sej ahte r aarl masyarakat.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasa1 55

(1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang
dimiliki danlatau dikuasainya.

(2) Dalam hal kewqiiban sebagaimana dimaksud pada ayat
tl) tidak dilaksanakan, Cagar Budaya yang ditelantarkan
oleh pemilik dan/atau pihak yang menguasainya dapat
diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan Pelestarian sesuai dengan ketentuan
peraturarl perundang-undangan.

Pasa1 56

(1) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan rnelalui kegiatan
perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan
yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau perbuatan
manusia.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
prinsipnya dilakukan di lokasi asal Cagar Budaya.

(3) Dalam hal Pemeliharaan tidak dapat dilakukan di lokasi
asal sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Pemeliharaan
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dapat dilakukan di tempat lain yang memenuhi
persyaratan teknis Pelestarian 

"

(4) Pemeliharaan Cagar Budaya di tempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. dilakukan pendokumentasian kondisi awal sebelum

pemindahan; dan
b" dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi

di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasa1 57

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan
kepada pemilik, pengelola, danf atau penghuni bangunan
serta lingkungan Cagar Budaya yang secara konsisten
melaksanakan kegiatan Pelestarian dan Pemeliharaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara Lrerkala berdasarkan penilaian yang
objektif, transparan, dan terukur.

(3) Penerima penghargaan yang menunjukkan komitmen dan
prestasi luar biasa dalam Pelestarian Cagar Budaya dapat
diberikan predikat sebagai Warga Teladan Pelestari Cagar
Budaya Daerah.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
penghargaan dan pemberian predikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasa1 58

(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar
Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan
kondisi Iisik dengan cara memperbaiki, memperkuat
dan f atau mengawetkannya melalui pekerjaan
rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan:
a. keaslian bahan, bentuk, tata ietak, gaya, dan/atau

teknologi pengerjaan;
b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil

mungkin;
c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak

bersifat merusak; dan
d. kompetensi pelaksana di Lridang Pemugaran.

(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya
penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap
mempertimbangkan keamanan rnasyarakat dan
keselamatan Cagar Budaya.

(4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik
harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan"
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(5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar
Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedga
Pengcrllbangan

Paragraf l
UFnuFn

Pasa1 59

,(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan,
keterawatan, keaslian, dan nilai penting Cagar Budaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2} Pengembangan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh
Setiap Orang setelah memperoleh iein dari Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan
dari pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar
Budaya.

(3) Pengernbalgan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (U dan ayat {21 dapat diarahkan untuk
mendukung Pelestarian berkelanjutan dan peningkatan
manfaat Cagar Budaya bagi masyarakat.

(a) Dalam melakukan Pengembangan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, setiap Orang
memperhatikan pendokumentasian, k4jian teknis dan
historis, serta rencana Pengelolaan berkelanjutan sesuai
dengan prinsip Pelestarian.

Paragraf 2
Penelitian

Pasa1 60

(1) Penelitian terhadap Cagar Budaya merupakan salah satu
bentuk kegiatan dalam rangka Peiindungan,
Pengembangan, dan/atau pemanfaatan Cagar Budaya
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. Peneiitian dasar, yaitu Penelitian untuk

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Cagar
Budaya; dan

b. Penelitian terapan, yaitu Penelitian untuk
pengembangan teknologi, Pengelolaan, atau
pemanfaatan Cagar Budaya yang bersifat praktis dan
aplikatif.

(3) Penelitian terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan:
a. sebagai bagian dari kegiatan pembangunan yang

memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
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b. secara mandiri untuk kepentingan ilmiah, konservasi,
perumusan kebijakan, dan/atau publikasi akademik.

(4) Penelitian terhadap Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai
berikut:
a. dilakukan oleh peneliti yang memiliki kompetensi

sesuai bidangnya dan/atau oleh lembaga yang
berwenang;

b. dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Pemerintah
Daerah berdasarkan kewenangannya;

c. menjaga integritas dan keaslian Cagar Budaya yang
diteliti; dan

d. didokumentasikan secara sisternatis sesuai dengan
standar yang bertraku.

(5) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya digunakan
untuk:
a. meningkatkan informasi dan pemahaman

masyarakat;
b. men5rusun strategi Pelestarian dan promosi Cagar

Budaya; dan
c. menjadi dasar kebdakan dalam Pengelolaan,

Pemanfaatan, atau Pengembangan Cagar Budaya; dan
d. publikasi ilmiah atau pendidikan budaya.

(6) Hasil Penelitian terhadap Cagar Budaya dapat
dimanfaatkan sebagai bahan informasi, edukasi, dan
pengambilan kebijakan melalui penyampaian kepada
masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, perizinan,
pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penelitian diatur
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasa1 61

{1} Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan
Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak,
fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan
kajian.

(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dapat
diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan Cagar
Budaya secara berkelanjutart dan tetap menjaga keaslian
serta nilai penting Cagar Budaya.

Pasa1 62

{1} Perubahan fungsi ftrang pada Situs Cagar Budaya atau
Kaurasan Cagar Budaya peringkat kabupaten
dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
dan ketentuan Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan
peraturan peru"ndang-undangan.
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(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan
fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat {U
berpedoman pada kewenangannya dan mekanisme
persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{3) Ketentuan mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap
perubahan fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau
Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang.

Pasa1 63

(1) Revitalisasi Cagar Budaya ditujukan untuk meningkatkan
manflaat Cagar Budaya bagi masyarakat serta, Pelestarian
nilai budaya yang melekat padanya.

(2) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian
dengan rencana tata ruang wilayah, fungsi sosial
masyarakat sekitar, serta keberlanjutan niiai budaya.

{3} Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat tzl dapat diarahkan untuk
meningkatkan kualitas hidup ma.syarakat,
rnempertahankan identitas budaya lokal, mendorong
partisipasi masyarakat, dan mengembangkan pariwisata
budaya.

Paragraf 4
Adaptasi

Pasa1 64

(1}Adaptasi tcrhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau
Struktur  Cagar  Budaya  dapat  dilakukain  untuk

=LenyeS‐
uaikan  ftingSi  darl  pen■ anfaatannya  dengain

kcbutuhan inasa kini dcngan tetap inenjaga nilai penting
Cagar Budaya.

{2)Adaptasi sebagaiinana dirnaksud pada ayat(1)dila_kukan
dcngan inclnperhatikan keberlanJutan ciri asll Bangunan
Cagal・  Budaya alnu Strukt■ lr Cagal・  Budaya serta
keselarasan dengan lanskap blldaya dan lingkungan
sekitarnya。

(3)Adaptasi sebagaimarla diIIlaksud pada ayat(1)dan ayat
(2)diarahkan untuk:
ao inelm.pertahankan nilai budaya, seJarah, sosial, dan
arsitektural yang lnclekat pada Cagair Budaya;
b. menlungkinkan penaコ nba_han fasilitas secara selektif
sesuai kebutuhan fungsi baru tanpa rnengurangi
keasliani
c. rneinyesualkan s・us・unan ruang secara terbatas guna
mCndulalng i■ ngSi adaptif dengan tetap =lettaga
konttgurasi ruang utan■a dan struktur asli;dan
d.IncnJaga kcharmonisan gaya arsitektur, tcknik
konstruksi,dan estetika dengarl lingkungan scHtar.

(4)Pclaksanaal■ Adaptasi scbagaimana din■aksud pada ayat

(1)salmpai dengan ayat(3}dilaksanakan berdasarkan
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kajian teknis dan kajian budaya serta mekanisme
perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Adaptasi tidak diarahkan pada perubahan yang
berpotensi menghilangkan nilai penting Cagar Budaya
atau bertentangan dengan rencana tata nrang wilayah.

{6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan,
dan bentuk Adaptasi terhadap Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasa1 65

(1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat
memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan
keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahlran,
teknologi, kebudayaan, dan latau pariwisata.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan
promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat
berupa:
a. pemberian izin Pemanfaatan;
b. dukungan Tenaga Ahli Peiestarian;
c. bantuan pendanaan; dan/atau
d. pelatihan.

(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat {21
dilaksanakan daiam rangka memperkuat identitas
budaya daerah, serta meningkatkan kualitas hidup dan
pendapatan masyarakat.

Pasa1 66

(1) Pemanfaatan Cagar Budaya yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap kelestarian Cagar
Budaya dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. kajian;
b. Penelitian; danl atau
c. analisis mengenai dampak lingkungan.

(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat" (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa1 67

{1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak
berfungsi sebagaimana fungsi awalnya dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan
peringkat Cagar Budaya.
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Pasa1 68

(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai
Situs Cagar Budaya dilaksanakan dengan
memperhatikan fungsi ruang dan Peiindungannya.

{2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghentian
sementara Pemanfaatan dan/atau pencabutan izin
pemanfaatan terhadap Cagar Budaya apabila
berdasarkan hasil pengawasan terbukti terjadi perusakan
atau kerusakan Cagar Budaya.

(3) Dalam hal Pemanfaatan Cagar Budaya dihentikan atau
telah berakhir, pemulihan kondisi Cagar Budaya
dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebelum
Pemanfaatan, berdasarkan ketentuan Pelestarian Cagar
Budaya.

(4) Biaya pemullhan kondisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi tanggung jawalc pihak yang melakukan
Pemanfaatan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa1 69

Perbanyakan Benda Cagar Budaya merupakan salah satu
bentuk Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan untuk
kepentingan pendidikan, ilmu pengetahllafl, dan/atau
kebudayaan dengan tetap memperhatikan prinsip
Pelindungan Cagar Budaya.

Pasa1 70

(i) Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang telah ditetapkan
dengan peringkat Kabupaten dapat dilakukan setelah
memperoleh izin Bupati, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh perseorangan maupun negara
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa1 71

Pemanfaatan Cagar Budaya yang menjadi koleksi mu.seum
dilaksanakan terutama untuk kepentingan:
a. pengembanganpendidikan;
b. ilmu pengetahuan;
c. kebudayaan;
d. sosial; dan/atau
e. pariwisata.

Pasa1 72

Dokumentasi Cagar Budaya untuk kepentingan komersial
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB XI
MUSEUM

Pasa1 73

(1)Peinerintah Dacrah lnelaksanakal■ kewcnangan di bidang
permuse‐u=lan  ses・uai  dengain  ketentuan  peraturan
perundang― undangan   inelalui   penyelenggaraan
pengelolaan museurrl sebagai sarana pelesta.nan,
pengel■bangan,dan Pen■anfaatan CagarlBudaya.

(2)Peme五 ntah Desa dapat nlenyelenggarakan inuseunl desa
sesua■  dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan   perundang―undangan   sebagai   ten■ pat
penyiinpanan dan peraWatt k01ekSi haSil teFnuan
budaya yang bcrada di wilayahnya。

(3)K五teria,standar,dan tata kelola lnuseurrl pada tingkat
Pelmerintah Dacrah dan Peine五 ntah Desa dila_ksanakan
SeSuai  dengan  ketentuan  peraturarl  peFundang―
undangan.
(4}Benda Cagal・  Budaya beFgerak yang dilniliki 01eh
Pel田terintah iDaerah dan/atau inasyarakat dapat disilnpan
dan diralwat di rnuseuHl untuk kcpentingan Pelindungan
dall Pelestanan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang… undangan
{5)Museunl  berfiingsi  sebagai  sarana  Pelesta五 an,
Pengembattgan, Pelmanfaatan, dan kon■ unikasi koleksi
Cagar Budaya serta berlda budaya lainnya kepada
masyarakat scsuai dcngan kctcntuan pcraturan
pcrundang‐ undangan.
(6}Pengelolaan inuseu=l dilaksanakan oleh pengelola sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  peirundang―undangan
dengan inelmperha饉 kan prinsip profesionaHtas dan
kebe重anJutan.

(7)Pengelolaan koleksi museunl dilaksanakan oleh tenaga
yang lnCnliliki k01npetenSi di bidang pCrrnuSCuFrlan SCSuai

dengan ketentuan peraturan perundang― undangan.

BAB XII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasa1 74

(i) Untuk menjamin pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya
secara profesional dan akuntabel, Pemerintah Daerah
rnembentuk Tim Ahli Cagar Budaya.

(2) Tim Ahli Cagar Budaya dibentuk untuk melakukan:
a. kajian;
b. pemberian rekomendasi Penetapan;
c. pemeringkatan; dan
d. Penghapusan.

(3) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri atas 5 (lima) atau 7 {tujuh)
orang yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang
Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar
Budaya.
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(a) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk oleh Bupati.

(5) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat {41 ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(6) Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum terbentuk, rekomendasi Penetapan,
pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya dapat
diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi atau
Tim Ahli Cagar Budaya dari kabupaten/kota lain.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 75
Pendanaan atas penyelenggaraan Pelestarian dan
pengelolaan Cagar Budaya bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasa1 76

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap
Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan
Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksr"-rd pada ayat (1)
meiiputi:
a. pemantauan pelaksanaan Pelindungan,

Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
b. evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program

Pelestarian Cagar Budaya.;
c. penl'uluhan dan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya Pelestarian Cagar Budaya; dan
d. pemberian rekomendasi perbaikan atas temuan

pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan
Pelestarian Cagar Budaya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang

membidangi urusan kebudayaan;
b. masyarakat melalui peran serta aktif dalam

pemantauan dan pelaporan; dan
c. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang

Pelestarian budaya.
(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diguna.kan sebagai dasar untuk:
a. perbaikan kebrijakan dan program Pelestarian Caga.r

Budaya;
b. penlusunan iaporan Pelestarian Cagar Budaya

kepada PPemerintah Fusat dan masyarakat; dan
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c. tindaka_n  korektif  terhadap  pelanggaran  atau
ketidaksesuaian dalam pelaksainaan Pelesta五 an Cagar
Budaya.

(5)Pelme五nta_h Daerah lmengupayakan penyediaan st通 ・ana
dan   prasarana  yang  inendukung   pclaksanaan
pengawasan terhadap Pelestanan Cagar Budaya sesuai
dengan kelllarllpuan daerah dan ketentuan peraturan
pcrundang… undangan.

(6)Ketentuan  lcbih  la二 可ut inengenai  tata cara dan
pelaksanaan pengalwasan terhadap Pelestarlan Cagar
Budaya diatur derlgan Pcraturan Bupad.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa1 77

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh
kegiatan Pengelolaan yang telah dilaksanakan
berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan tetap
berlaku.

(2\ lnn Pengelolaan cagar budaya yang telah ada sebelum
Peraturan Daerah ini berlaku wqiib menyesuaikan dalam
Peraturan Perundang-Undangan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan"

BAB:XⅥ
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 78

Pcraturan pclaksanaan dari Pcraturan Dacrah ini harus
ditetapkan paling la,la l (satu)tahun terhitung saak
Peraturan Dacrah ini diundangkan.

Pasa1 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Ktten
pada tangga1 27 Agl■ stus 2026

Diundangkan di Kajen

pada tangga1 27 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT[N PEKALONGAN

TTD

M.YUL!AN AKBAR

LEⅣIBARAN DAERAH KABじ PATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NCPИ OR l

NOREG PERATURAN DA[RAH KABUPATEN PEKALONGAN PROViNSI

」Aヽ A′A TENGAH:(1-64/2026)

Salinan sosuai dengan aslinva′

Pit.KEPALA BAGlAN HUKU「 vl

SETDA

S.E.′ M.M`

Pembin3 Tk.l(lV/b)

NIP.197505032010011001

Plt.BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRIV[AN
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR l TAHUN 2026
TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I.UMUM
Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan arnanat PaSd 32 ayat(1)

Undang―Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 yalng
menyatakan bahwa“ Negara memttukan kebudayaan nasiond lndonesia di
tengah peradabarl dunia dengan mettamin kebebaSan maSyarakat ddam

=Lelnelihara dan inengeinbangkan nilai―
nilai budayanya." Ketentuan ini

n■enegaskan bahwa Pelesttuian dan penlaJuan kebudayaan inerupakan
keWaliban negara Sebagai bagian dari pembangunan naSiOnal yang
berkelanJutan.
Kabupaten Pckalongan,sebagai salah satu wilayah yang kaya akan

wansan budaya,memiliH tanggungjaWab ddaFn mettaga,melindunぎ,dan
Frlengembangkan Cagar Budaya yang ada di daerahnyao Cagar Budaya
terSebut rFlerupakarl ″ヽariSan leluhur yang rnengandung nilai hiStOriS,
estetis,illniah,dan sosial yang harus dipertahankan sebagai identitas dan
s・un■ber kebanggaan inasyarakat.
sttalan dengan ketentuan dalanl Undang― Undang Noコmor ll Tahun

2010 tentang Cagar lBudaya dan peraturan pelaksanaannya, Peraturarl
Daerah ini diharapkan ttettadi instrumen hulα ■m yang h試  dan
kolirlprehensif  untuk  rnengatur  pelindungan,  pengcl■ bangan,  dan
Pemanfaatarl Cagar B■ldaya secaira terpadu di Kabupaten Pekalongarl.
Cagar Budaya inert■pakan aset yang bernilai tinggi karena bersifat

uFlik, langka, rapuh, dan tidak dapat dipCrbanli, 101Ch karCna itu,
kcbcradaannya rcntan tcrhadap bcrbagai ancaim.an seperu pen.bangunan
isik yang ddak terkendali,perusakan,pengabaian,dan ak饉 vitas lain yang
dapat nleruSak nilai dan fungSi CagaF Budaya.Untuk itu,PClindungan
terhadap Cagar Budaya harus di」 nlkan secara sisteinads dan
berkelanj‐utan agar dapat diヽ Fal五Skan kepada generaSi Fnendatang。
Ruang lingkup Pelindungan Cagar Budaya dalalrl Peraturan Daerah

ini lnerupakan baglan da:餞  upaya pelestarian Cagar Budaya rneliputi
pengenalan,  identiikasi,  inventarisasi,  Pe=leliharaan,  konservasi,
rehabilitaSi,pengembangan,dan Pemanね atan dengan“tap rnettuttung
p五nsip kcscimbangan antara pclestarian nilai saarah,sosial,budaya,dan
nil轟 ekonomi"
Pelestarian Cagar Budaya yang rnencakup upaya pelindungan,tidak

harlya mettadi kewttiban Peme五 ntah Daerah, teね pi juga menuntut
pattisipasi aktif dari masyarakat,akademisi,pclaku usaha,darl pernangku
kepentingan lainnya dalanl suatu siste=l kolaboratif.
PeFaturan iDaerah ini juga inengakolmtodasi paradigma pelestanan

lnodcrl■ yang lncngutalm.akarl pendckatan kalwasan,pcngclnbangan wisata
budaya bCrkClaFlll■ tan, Serta_peinberdayaall mnaSyarakat 10kal Sebagal
pelaku utama dalanl pelestarian wa五 san budaya.Hal ini diharapkan dapat
memperkutt identtas lokal,meningkatkan kesaahteraan masyarakat,dan
mendOrOng pertumbuhan ekOnOnli daeraLh SeCara berkelaFvutan.

Lebih larlJut,Pcraturan iDacrall ini ineinberikan kclⅣ enangan yang
jelas  kepada  Pe]mterintah  iDaerah  dalam  pelaksanaan  pengalwasan,
penganggaran,penegakan hukun■ ,serta penyidikan terhadap pelanggaran
di bidang pelestarian Cagar Budaya. Pemcrintah iDacrah juga dibe五 kan
lnandat untuk inCnyuS‐ un kCb」akan,prOgranl,dan penga10kaSian anggaran
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guna menjamin keberlanjutan pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten
Pekalongan.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Peraturan Daerah ini
disusun dengan rirengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar
Budaya, serta peraturan dan kebijakan pembangunan daerah yang relevan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta
kepastian hukum, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta terwujudnya
Pengelolaan Cagar Budaya yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan demi
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah bahwa pelestarian
Cagar Budaya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan sosial.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas Bhinneka Tunggai lka" adalah
pengakuan atas keberagaman budaya di Kabupaten Pekalongan serta
penghormatan terhadap perbedaan suku., agama, tradisi, dan nilai-
nilai budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraarr" adalah bahwa
pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan mempertimbangkan
keterkaitan antarbudaya dalam konteks kebudayaan nasional secara
menyeluruh, tidak semata-mata bersifat lokal.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pelestarian
Cagar Budaya menjamin kesetaraan hak dan perlakuan yang adil
bagi seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai pemiiik maupun
pengguna manfaat Cagar Budaya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum"
adalah bahwa pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perLrndang-undangan untuk menciptakan tertib
administrasi serta memberikan Pelindungan hukum.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Cagar
Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam
bidang pendidikan, sosial, budaya, agama, ekonomi, dan pariwisata
secara berimbang dan berkelanjutan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjrltan" adalah bahwa upaya
pelestarian dilakukan secara terus-menerus agar nilai dan
keberadaan Cagar Budaya tetap lestari dan dapat diwariskan kepada
generasi mendatang.

Huruf h
Yang dimaksud dengan uasas partisipasi" adalah bahwa masyarakat
memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta secara aktif
dalam pelindungan dan pelestarian Cagar Budaya.
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Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah
bahwa setiap proses pelestarian diiakukan secara terbuka, jujur,
dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan
publik.

Huruf j
Yang dimaksud dengan Asas kearifan iokal adalah prinsip hukum
yang menekankan pentingnya memperhatikan, menghormati, dan
mengintegrasikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, norma sosial, dan
praktik-praktik tradisional yang hidup dalam masyarakat setempat
ke dalam proses pelaksanaan kebijakan atau peraturan Cagar
Budaya.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan Pelindungan, yaitu upaya sistematis untuk
menjaga Cagar Budaya dari potensi kerusakan, penghancurarl, atau
kemusnahan melalui kegiatan seperti Penyelamatan, Pengamanan,
Zonasi, pemeliharaan, dan Pemugaran. Pelindungan ini bersifat fisik,
administratif, dan hukum.

Yang dimaksud dengan Pengembangan, yaitu proses peningkatan
nilai dan fungsi Cagar Budaya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan
Adaptasi, dBtr Cagar Budaya tidak hanya menjadi simbol sejarah
statis, tetapi dapat berkontribusi dalam kehidupan masyarakat saat
ini tanpa kehilangan nilai aslinya.

Yang dirnaksud dengan Pemanfaatan, yaitu pendayagurraan Cagar
Budaya untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, pariwisata,
ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga
kelestarian, orisinalitas, dan nilai pentingnya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 1O

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kenr.sakan" adalah setiap perubahan fisik
atau non-fisik yang menurunkan nilai, fungsi, atau keutuhan Cagar
Budaya.Bentuk kerusakan dapat berupa keretakan, pelapukan,
kehilangan bagian, perubahan bentuk atam warna, dan sebagainya,
baik akibat faktor alam maupun perbuatan manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 1 1

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
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Yang dimaksud dengan "masa gaya" adalah gaya, bentuk, atau
karakteristik khas dari suatu zaman tertentu yang tercermin dalam
bentuk fisik, ornamen, bahan, teknik pembuatan, atam gaya hidup
budaya, dan telah berlangsung paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
Contohnya antara lain bangunan kolonial, naskah beraksara kuno,
atau batik bermotif klasik khas Pekaiongan.

Huruf c
Cukup jeias.

Huruf d
Pasal 12

Huruf a
Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagian atau fosil dari
makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, atau manusia yang
memiliki nilai sejarah dan dapat memberikan inf<rrmasi mengenai
kehidupan masa lalu di suatu wilayah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah benda yang secara
fisik dapat dipindahkan tanpa menyebabkan kerusakan pada benda
tersebut maupun pada lingkungan tempat asalnya. Contohnya adalah
keramik kuno, perhiasan, senjata tradisional, naskah kuno, dan kain
batik klasik.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a

Yang dimaksud dengan "berunslrr tunggal' adalah Bangunan Cagar
Budaya yang dibuat dari satu jenis bahan dan bersifat utuh sebagai
satu kesatuan.
Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah bangunan yang
tersusun atas lebih dari satu jenis hahan atau unsur, clan memiliki
bagian-bagian yang berbeda fungsi namLln saling melengkapi sebagai
satu kesatuan bangunan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "berdiri bebas" adaiah bangunan yang
dibangun secara terpisah, tidak menyatu secara struktural atau
fungsional dengan elemen a1am.
Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam" adalah
bangunan atau struktur yang dirancang atau dibangun dengan
memanfaatkan kondisi atau unsr-lr alam sekitar, seperti tebing, batu
besar, atau lanskap alami lainnya.

Pasal 14
Huruf a

Yang dimaksud dengan "benlnsur tunggal" adalah Struktur Cagar
Budaya yang terbuat dari satu jenis bahan atau terdiri atas satu
kesatuan bentuk.
Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah struktur yang
terdiri atas beberapa elernen atam bagian yang berbeda, yang masing-
masing memiliki fungsi atau ciri khas tersendiri.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan "lanskap budaya" adalah bentang alam yang
mencerminkan hubungan antara manusia dengan lingkungan
hidupnya yang memiliki nilai sejarah, estetika, sosial, budaya, atau
spiritual. Contoh lanskap budaya antara lain sistem irigasi
tradisional, terasering pertarrian, atau area pemakaman leluhur yang
berpadu dengan alam sekitar.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bukti" antara iain berupa sertifikat
Kepemilikan, akta notaris, surat warisan, surat hibah, kuitansi
pembelian, atau dokumen lain yang diakui secara hukum sebagai
bukti Kepemilikan.

Hun:f f
Cukup jelas.

Pasai 17
Cukup jeias.

Pasal 18
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasa1 2O
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan o'instansi yang berwenang di bidang
kebudayaan" adalah perangkat daerah atau unit kerja yang secara
fungsional bertanggung jawab dalam url-lsan pelestarian,
Pelindungan, pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya antara
iain:
a. Dinas; atau

b. lembaga teknis lainnya yang mengelola kebijakan, perizinan,
pengawasan, serta dokumentasi Cagar Budaya yang dapat bekeda
sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, atau komunitas
pelestari budaya yang diakui secara sah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal24
Ayat ini merupakan bagian dari upaya Pengamanan administratif dan
fisik terhadap Cagar Budaya yang mengalami pemindahan, perubahan
kepemilikan, atau perpindahan lokasi. Dalam pelaksanaar\n\ta, tetap
harus memperhatikan prinsip keutuhan dan keaslian Cagar Budaya
sebagaimana diatur daiam ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasai 27
Pasal ini menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, seperti bencana
alam atau keadaan darurat lainnya yang membahayakan keberadaan
Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengambii tindakan
pelindungan darurat.
Langkah-iangkah tersebut tetap harus mengacu pada prinsip pelestarian,
serta sebisa mungkin melibatkan tenaga ahli atau instansi berrvenang
guna memastikan penanganan dilakukan secara profesional dan sesuai
dengan standar pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ketentuan ini menegaskan pentingnya Pendaftaran oleh pemilik,
pengelola, atau masyarakat. Pendaftaran merupakan langkah awal dalam
proses pelindungan hukum dan pelestarian.
Instansi yang berwenang wajib melakukan veri.fikasi, pengkajian, dan
pencatatan sebelum dilakukan Penetapan resmi sebagai Cagar Budaya.
Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam melaporkan atau
mendaftarkan temuan yang memiiiki nilai sejarah dan budaya.

Pasal 3O
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat {3)

Cukup.ielas.
Ayat (a)

Yang dimaksud dengan *kegiatan pendokumentasian" adalah
kegiatan pencatatan dan pengumpulan data terhadap Cagar Budaya,
baik berupa:

a. deskripsi tertulis;
b. foto; atau
c. gambar teknik;
d. rekaman audio dan/atau video;
e. peta lokasi;
f. maupun bentuk digital lainnya.
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Pendokurllcntasian dilakukan untuk inlenjaga data autentik Cagar
Budaya serta rrlenjadi dasar ilrniah dan adnlinistratif bagi pelestarian,

Pcnelitian,prornosi,dan pcngen■bangan lcbih ianjl■ t.
Pasa1 38
Cukup jelas.
Pasa1 39
Cukup jclas.
Pasa1 40
Cukup jclas.
Pasa1 4 1

Cukup jelas.
Pasa1 42
Cukup jelas
Pasa1 43
Cukup jelas.
Pasa1 44
Yang dilnaksud dcngan ``kcadaan darurat'' dalarll kctentllan ini adalah
sitllasi yang bersifat lllendesak,tidak terdl■ ga,dan berpotcnsi atali sudah
rnenirnbulkan kerusakan terhadap Cagar 13udaya,antara lain:
a.bencana alarll seperti ge」 ■.pa burni, banjir, tanah longsor, atau
kcbakaran;
b.kOnllik SOSial atau gangg■ lan kCaFnanan;
c.atau kejadian luar biasa lainnya yang inenilerlukan tindakan cepat.
lDalanl  keadaan  darurat  tersebut,  tindakan  penyelamatan  atau
pClind■lngan SCrnCntara dapat diaFnbil rnCSkipun bClum rnelalui prOSedur

biasa, dengan tetap rnenlperhatikan prinsip― prinsip pelcstarian Cagar
Budaya.
Pasa1 45
Cukup jclas.
Pasa1 46
Cukup jelas.
Pasa1 47
Cukup jclas,
Pasa1 48
Cukup jelas.
Pasa1 49
Cukup jelas.
Pasa1 50
Cukup jё las.
Pasa1 51
Cukup jelas.
Pasa1 52
Cukup jelas.
Pasa1 53
Cukup jclas.
Pasa1 54
Ayat(1)
Cukup jelas.

A)′at(2)

Cukup jelas.
Alyat(3)

Yang dirnaksud dcngan zOna inti adalah wilayah utarna yang
inenliliki nilai paling tinggi dan signi■ kan dalaHl pclestarian Cagar
Budaya.Zona ini harus dilindungi secara kctat agar nilai scjarah,
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budaya, dan ilmiahnya tetap terjaga tanpa gangguan atau
perubahan yang merusak.

Zona penyangga merupakan wilayah di sekitar zorva inti yang
berfungsi sebagai pelindung tambahan, mengurangi dampak
negatif dari kegiatan di luar zona inti sehingga menjaga integritas
dan fungsi zona inti.

Zona pengembangan adalah area yang diperuntukkan r-rntuk
pengembangan potensi Cagar Budaya, termasuk kegiatan rekreasi,
konservasi alam, pengembangan budaya tradisional, kegiatan
keagamaan, dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan
pelestarian nilai budaya.

Zona penunjang adalah area yang digunakan untuk sarana dan
prasarana penunjang kegiatan di Kawasan Cagar Budaya serta
aktivitas korrlersial dan rekrcasi yang tidak rrlerusak nilai
pelestarian.

」Atyat(4)

Cukup jelas.
Pasa1 55
Ayat(1)
Yang dirnaks■ld dengan lnel■lelihara adalah inelakukan upaya perawatan
dan pencegahan kcrusakan(Cagar 13udaya agar tctap tc」 aga keutuhan,
keaslian,dan nilai pcntingnya.
Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasa1 56
Cukup jclas.
Pas1 57
Cukup jelas.
Pasa1 58
Cukup jelas.
Pasa1 59
Cukup jelas.
Pasa1 60
Cukup jelas.
Pasa1 61
Cukup jclas.
Pasa1 62
Cukup jelas.
Pasa1 63
Cukup jelas.
Pasa1 64
Cukup jclas.
Pasa1 65
Cukup jelas`
Pasa1 66
Cukup jelas.
Pasa1 67
Cukup jelas.
Pasa1 68
Cukup jelas.
Pasa1 69
Cukup jelas.
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Pasla 70
Cukup jelas.
Pasa1 71
Cukup jclas.
Pasa1 72
Cukup jelas.
Pasa1 73
Ayat(1)
Cukup jelas.
Atyat(2)

Yang dirnaksud dcngan kolcksi adalah bcnda― bcnda hasil budaya,
terrrlasl■k naskah kuno,Inatcrial alam,dan lingkungan yang lnerl■ iliki

nilai penting bagi sejarah, illnu pengetahuan, pcndidikan, agarlla,
kcbudayaan, tckn010gi,dan/atau parivvisata.Kolcksi tcrsebut harus
d」 aga kCleStariannya dan dirnanfaatkan SeSuai tlttuan peleStarian・

Ay‐at(3)

Cukup jelas.
′へyat(4)

Cukup jelas.
Ayat(5)
Cukupjclas,
Atyat(6)

Cukup jelas.
Ayat(7)
Cukup jclas.
Pasa1 74
Ayat(1):
Yang dirnaksud dengan Tiln Ahli Cagar Budaya adalah tiln yang
terdiri atas para profesional dan akadelllisi yang inerlliliki kon■ petensi

di bidang ilrnu yang berkaitan dengan pelestarian Cagar iB■ ldaya,
antara lain:

a. arkeologi;
b.saarah;
c. antropologi budaya;
d。  ■lologi;
e, arsitektur;
f.  gcografi;

go hukunl;
h.teknik inforrnatika;
i. 11lnu lain yang relcvan;
′
rill.ini bcrpcran l.lclnbcrikan rekorncndasi illniah dan tcknis dalarn
prOses Penetapan, pelind■ ingan, pengernbangan, dan Pernanfaatan
Cagar Budaya.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.
A.yat(4)

Cukup jclas,
Ayat(5)
Cukup jelas.
Ayat(6)
Cukup jelas.

Pasa1 75
Cukup jclas.

L
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Pasa1 76
Cukup jelas.
Pasa1 77
Cukup jelas.
Pasa1 78
Cukup jclas.
Pasa1 79
Cukup jelas.
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